
KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NOMoR 061x.Z,/I{K.t 6 O / F / LL / 2O2O

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSAT VETERINER FARMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Pedoman

Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik

Kementerian Pertanian;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor I tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan

dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran



2

Negara Repubiik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 338,

Tambahan ,Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5619);

5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Peiayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 Pelaksanan

terhadap Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20i0 Nomor 99, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tah:un 2Ol2 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 171,

Tambahan lembaran Negara Nomor 5340);

9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

10. Keputusan Presiden Nomor 132/TPA Tahun 2020 tentang

Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan tinggi Madya di

Lingkungan Kementerian Pertanian ;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25IM.PAN l2OO4 tentang

Pedoman Penyusunan IKM;



3

Menetapkan

KESATU

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2O12 Tentang

Pedoman PenJrusunan dan Penetapan Standar Pelayanan

Publik Kementerian Pertanian;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 36lM.PAN l2Ol2 Petunjuk

Teknis Penyrrsunan, Penetapan dan Penerapan Standar

Pelayanan;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2O14 Tentang Standar

Pelayanan Publik;

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 12012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Veteriner Farma;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016

tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan

Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 915);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 lPMK.OS/2019
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat

Veteriner Parma;

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 /Permentan /
OT .OlO I 8 /2015 tentang Organisasi dan Tata Keda

Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PUSAT VETERINER FARMA.

Standar Pelayanan Publik Pusat Veteriner Farma sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.
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KEDUA

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

i. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;

3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;

4. Kepala Pusat Veteriner Farma, Surabaya.

Standar Pelayanan Publik Pusat Veteriner Parma sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai acuan pelaksana

pelayanan publik dalam menilai kualitas Iayanan publik serta

mengatur kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan publik

kepada masyarakat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 06 November 2020

R JENDERAL

DAN KESEHATAN HEWAN.

0223 199303 1 001

!rl

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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